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ABSTRAK 

Luthfi Pradana Putra 201810115032. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap 

Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Pada Mobil Berdasarkan Pasal 

263 Tentang Memalsukan Surat.  

 

Hukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila 

kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan 

hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. 

Diantara berbagai macam jenis tindak pidana di masyarakat, pemalsuan surat menjadi salah 

satu tindak pidana yang marak terjadi. Contoh kasus tindak pidana pemalsuan surat terdapat 

dalam Putusan Nomor: 79/PID/2020/PT.DKI. Terdakwa bernama Iman Hendri, SHI telah 

melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen berupa STNK.  

Adapun tujuan penulisan penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui 

bentuk pertanggung jawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku 

pemalsuan surat tanda nomor kendaraan pada mobil, serta yang kedua adalah untuk 

mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemalsuan surat 

tanda nomor kendaraan pada mobil. Metode penelitian yang digunakan dalam 

skripsi ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang merupakan 

penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder biasa yakni peraturan perundang-

undangan dan literatur yang berkenaan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat terlihat beberapa kesimpulan yang Pertama: bahwa 

pertanggung jawaban dari pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor 

kendaran pada mobil yang dikenakan Pasal 263 KUHP jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP 

dengan ancaman hukuman paling lama 1 (satu) tahun 3 (Tiga) bulan penjara.  

 

Kata Kunci: pemalsuan surat, pertanggung jawaban pidana, penegakan hukum. 
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ABSTRACT 

Luthfi Pradana Putra 201810115032. Criminal Liability For Forgery Of Vehicle 

Number Certificates On Cars Under Article 263 Of Forging Letters.  

 

The law is the embodiment of the value of trust, therefore it is natural that the police 

are expected to be trustworthy people in enforcing the law which essentially means 

enforcing the value of trust in society. Among the various types of criminal acts in 

society, forgery of letters is one of the rampant criminal acts. An example of a 

criminal case of forgery of letters is contained in Decision Number: 79 / PID / 2020 

/ PT. DKI. The defendant named Iman Hendri, SHI has committed a criminal act of 

forgery of documents in the form of STNK.  

The purpose of writing this study is first to find out the form of criminal liability 

that can be imposed on perpetrators of forgery of vehicle number certificates on 

cars, and the second is to find out the form of legal protection for victims of criminal 

acts of forgery of vehicle number certificates on cars. The research method used in 

this thesis uses the Normative Juridical Qualitative approach method which is a 

literature law research, which is research carried out by examining library 

materials or ordinary secondary data, namely laws and regulations and literature 

related to the material discussed. Based on the results of the study, it can be seen 

several conclusions that the first one: that the responsibility of the perpetrator of 

the criminal act of forgery of the vehicle number certificate on the car is subject to 

Article 263 of the Criminal Code jo. Article 56 Paragraph (2) of the Criminal Code 

with the threat of a maximum sentence of 1 (one) year 3 (Three) months in prison.  

 

Keywords: letter forgery, criminal liability, law enforcement. 
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